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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang 
kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang 
masalah ketenagakerjaan di Tanah Air kita, yang artinya kebutuhan- 
kebutuhan kerja bagi para tenaga yang telah mencapai usia kerja demikian 
besar keadaannya di daerah-daerah yang sangat padat penduduknya, sedang di 
daerah-daerah yang masih kurang padat penduduknya dapat dikatakan malah 
kekurangan tenaga kerja yang berusia muda, yang cakap dan terampil. 
Kalau masa- masa lampau kita selalu beranggapan kurang tepat, bahwa 
penduduk didaerah padat (terutama mereka yang berusia dewasa) enggan 
untuk meninggalkan kampung halamannya, enggan untuk dipekerjakan di luar 
Jawa dan berbagai pendapat yang senada dengan itu, pendapat demikian pada 
masa pembangunan sekarang ini dimana Nilai- nilai Pancasila telah meresap 
kedalam kalbu setiap insan Indonesia, maka dapat dikatakan tidak perlu lagi 
diterapkan pada bangsa kita, terutama mereka yang telah berusia matang untuk 
bekerja. 
Karena melihat kenyataan bahwa hasrat mereka yang telah cukup usia 
untuk bekerja sanggup ditempatkan dimana saja di seluruh tanah air, asal ada 
perusahaan atau lapangan kerja yang dapat menampungnya, mengingat hidup 
di daerah padat sudah demikian sulitnya. “Hal ini terbukti bahwa pada 
perusahaan- perusahaan yang ditempatkan di luar Jawa, baik pada 
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pengeboran- pengeboran minyak, pada pertambangan- pertambangan dan pada 
perusahaan- perusahaan yang mengolah hasil hutan, sebagian besar tenaganya 
adalah mereka tenaga kerja yang berasal dari daerah padat (Jawa), mereka 
sanggup dan tahan bekerja di daerah- daerah terpencil, jauh dari keramaian, 
karena mereka ada yang menampungnya, yang memberikan jaminan 
hidupnya, berupa pendapatan- pendapatan yang tetap dan jaminan- jaminan 
sosial bagi kelangsungan hidupnya.”
1
  
Sebagai kita ketahui bahwa hingga dewasa ini, perusahaan- perusahaan 
yang lama ataupun yang baru kebanyakan didirikan dan dikembangkan di 
Pulau Jawa, sedang yang didirikan dan dikembangkan di luar Jawa dapat 
dikatakan sangat sedikit. Para calon tenaga kerja masih sangat mengharapkan 
adanya kesempatan- kesempatan yang akan diberikan oleh perusahaan- 
perusahaan yang demikian banyak itu yang ada di Pulau Jawa. Mereka para 
calon tenaga kerja itu bukan tidak mau bekerja di luar Jawa, akan tetapi 
perusahaan- perusahaan mana yang dapat menampungnya itu sangat kurang.  
Penyebaran perusahaan- perusahaan dan para tenaga kerja ke luar dari 
daerah padat di Pulau Jawa, hanya mungkin terlaksana kalau adanya 
imbangan- imbangan dari pihak Pemerintah, dimana hanya akan 
mengeluarkan Izin Usaha baru bagi perusahaan-perusahaan nasional yang kuat 
permodalannya, kepada mereka yang mau mendirikan dan mengembangkan 
usahanya di luar Jawa. Sehubungan dengan usaha untuk mengatasi masalah 
tenaga kerja yang berlebihan itu, Pemerintah mengambil langkah- langkah dan 
kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pengusaha nasional kita yang 
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bermodal kuat, yang telah mampu mengembangkan perusahaannya menjadi 
perusahaan besar dan kuat, sangat diharapkan oleh Pemerintah agar dapat 
menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, tidak terlalu mengutamakan daya 
kerja mesin- mesin yang dapat menggeser tenaga kerja- tenaga kerja manusia 
serta menjalin hubungan kerja dengan para tenaga kerjanya dengan sebaik-
baiknya sehingga dapat terwujud sistem ketenagakerjaan atau pemanfaatan 
tenaga kerja yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, karena hubungan kerja 
yang baik ini selain akan menguntungkan perusahaannya (adanya peningkatan 
produktivitas) juga akan memperbaiki penghasilan para tenaga kerjanya.
2
  
Sebaliknya para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut 
harus mengimbangi hubungan kerja tersebut dengan kerja nyata yang baik, 
disiplin dan tanggung jawab agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan 
keberhasilan, yang berarti keberhasilan bagi kepentingan- kepentingan para 
tenaga kerja itu sendiri. Dengan demikian perusahaan tidak akan terganggu 
usaha produksinya karena kedua belah pihak saling memperhatikan, saling 
menghargai, saling kerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan.  
Sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan perusahaan yang 
harmonis, yang didasari Pancasila dalam keberlangsungan hidup dan 
perkembangannya, maka perundang- undangan ketenagakerjaan atau yang 
sering pula disebut hukum perburuhan dinyatakan berlaku, hendaknya ditaati 
sepenuhnya baik oleh pengusaha maupun oleh para tenaga kerja. Ada 
beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum berkenaan dengan 
istilah hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, diantaranya menurut 
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Imam Soepomo yang memberi pengertian bahwa hukum perburuhan adalah 
himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan 
dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara 
formal dengan menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hukum perburuhan 
adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang 
mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja/buruh atau 
tenaga kerja.
3
 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian 
pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/buruh adalah tenaga 
kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. 
Menurut teori pemikiran ketenagakerjaan dikemukakan oleh Mulyadi 
(2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi 
utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam tidak 
ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya 
sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith 
(1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif 
adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi 
modal baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan 
kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu 
bagi pertumbuhan ekonomi. Melalui Pemberdayaan dan pendayagunaan 
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tenaga kerja secara optimal yang merupakan satu diantara tujuan 
pembangunan ketenagakerjaan yang merupakan suatu kegiatan terpadu untuk 
dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja 
Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan 
Nasional, namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusian sehingga dapat 
meningkatkan harkat, martabat dan harga diri serta mewujudkan masyarakat 
sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual.
4
  
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 
keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan 
pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan 
secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan 
diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan kewajiban mendasar 
bagi tenaga kerja sehingga pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan 
kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.
5
 Maka perlu 
pembinaan dan pengarahan agar masing-masing pihak dapat saling 
membutuhkan, saling mengerti peranan serta hak, dan melaksanakan 
kewajibannya masing-masing demi terciptanya hubungan kerja yang serasi 
dan selaras yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945
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Hubungan kerja yang serasi dan selaras tercipta karena kepatuhan 
masing- masing pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai 
peraturan yang berlaku. Masalah kepatuhan atau ketaatan hukum telah 
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menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang 
ditetapkan, dalam hal ini hukum. Hukum dapat dikatakan efektif jika hukum 
telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum 
serta pelaksana hukum yang bersangkutan. Hukum dapat dikatakan efektif jika 
warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau 
dikehendaki hukum.
7
  
Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai 
pelaksanaan hubungan kerja terkait hak dan kewajiban pekerja maupun 
perusahaan, tertuang dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dan 
perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di PT. Surya Andalan 
Primatama yang bergerak dibidang produksi dan pengolahan sawit di Provinsi 
Bengkulu, Kabupaten Muko-muko. Sehingga peneliti mengangkat judul 
“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS ANTARA 
PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja harian lepas antara pekerja 
dengan perusahaan di PT Surya Andalan Primatama Muko Muko 
Bengkulu ditinjau dari Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan? 
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2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi 
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja harian 
lepas yang telah disepakati? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan 
dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja harian lepas antara 
tenaga kerja dengan perusahaan di PT. Surya Andalan Primatama 
ditinjau Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan  
b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi 
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan 
perjanjian kerja harian lepas yang telah disepakati. 
2. Tujuan subyektif 
a) Untuk mengetahui dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan 
yang diperoleh peneliti dalam bidang hukum perdata mengenai 
perjanjian kerja harian lepas. 
b) Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam 
Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan manfaat 
penelitian sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan 
dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Ilmu Hukum di Indonesia, 
Khusunya Hukum Perdata, terutama mengenai pelaksanaan perjanjian 
kerja harian lepas antara pekerja dengan perusahaan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai 
referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
mengenai perjanjian kerja harian lepas antara pekerja dan perusahaan. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
Hak Pekerja  
Dan  
Hak Perusahaan 
Perusahaan Pekerja 
Permasalahan  
Perjanjian Kerja 
Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 
Kewajiban Pekerja 
Dan 
Kewajiban Perusahaan 
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Pekerja adalah tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan PT 
Surya Andalan Primatama Muko-Muko, Bengkulu untuk jangka waktu 
tertentu dengan menerima upah berdasarkan perjanjian kerja. Dimana 
hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan terjadi karena adanya perjanjian 
kerja yang telah disepakati kedua belah pihak, didalam pelaksanaan perjanjian 
kerja bisa saja terjadi permasalahan kerja yang berkaitan dengan hak dan 
kewajiban maupun adanya ketidak sesuaian antara perjanjian kerja dengan 
peraturan perundang undangan yang berlaku.  
Perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja buruh 
dengan pengusaha atau memberi kerja yang mempunyai syarat-syarat kerja, 
hak, dan kewajiban para pihak. Dan pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 
1601 a KUHPerdata adalah persetujuan perburuan adalah persetujuan dengan 
mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya 
pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjan 
dengan menerima upah.  
Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya 
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Dengan demikian 
tidak ada keterkaitan apapun yang menyangkut pekerjaan antara pekerja atau 
buruh dan pengusaha tertentu apabila sebelumnya tidak ada perjanjian yang 
mengikat keduanya. 
Perjanjian kerja itu harus dibuat atau mencerminkan keadilan dan 
menguntungkan kedua belah pihak, sebab apabila perjanjian itu telah disahkan 
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dan ternyata salah satu pihak melakukan tuntutan karena merasa dirugikan, 
maka tuntutannya adalah kuat, karena menurut Pasal 1338 (1) KUHPerdata, 
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi 
mereka yang terlibat atau membuatnya. 
Terwujudnya perjanjian kerja bukan sebagai akibat pemaksaan, 
misalnya pihak pengusaha yang membutuhkan seorang ahli untuk 
dipekerjakan pada perusahaannya, sedangkan ahli itu tidak menghendakinya, 
tetapi kemudian karena ada ancaman-ancaman, menyebabkan ahli terpaksa 
meluluskan kehendak pengusaha, maka perjanjian kerja demikian adalah tidak 
sah, Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan, tiada sepakat yang sah, apabila 
sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan 
atau penipuan.
8
  
Perusahaan terkadang hanya fokus kepada kewajiban pekerja dan apa 
yang harus diberikan kepada perusahaan. Yang paling penting pekerja 
menerima kompensasi berupa upah sesuai jam kerja mereka. Semestinya 
perusahaan lebih cenderung pada hak-hak pekerja daripada hak perusahaan 
sebagai pemberi kerja. KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur ketimpangan antara hak dan 
kewajiban pekerja dengan selaras. Meskipun dalam perundang-undangan hak 
karyawan tampak lebih banyak daripada kewajiban karyawan, bukan berarti 
karyawan tidak wajib menaati peraturan perusahaan. Pemberi kerja 
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diperbolehkan membuat peraturan sendiri selama tidak menyalahi UU 
Ketenagakerjaan.
9
 
Para pihak wajib melaksanakan perjanjian kerja, pihak pekerja harus 
bertanggung jawab apabila melanggar perjanjian kerja, begitupun sebaliknya 
jika perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian 
yang telah disepakati, maka perusahaan tersebut harus bertanggung jawab 
terhadap pekerja.  
 
E. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan 
yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang 
dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menggunakan data sekunder 
diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam 
peraturan perundang- undangan dan peraturan lainnya dengan 
mempelajari buku- buku, peraturan perundang- undangan dan dokumen 
lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas.
10
 Dalam 
penelitian ini peneliti juga mengumpulkan data dari isi perjanjian kerja 
harian lepas PT. Surya Andalan Primatama Muko- Muko Bengkulu  
2. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 
Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat 
pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap 
tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat 
tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
11
 Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi secara jelas dalam memaparkan pelaksanaan 
perjanjian kerja harian lepas, permasalahan yang terjadi dalam 
pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, dan tanggungjawab hukum 
para pihak yang terikat dalam perjanjian kerja harian lepas.  
3. Jenis Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder 
diperoleh dengan mempelajari dokumen perjanjian kerja harian lepas PT. 
Surya Andalan Primatama Muko- Muko Bengkulu, serta mempelajari 
peraturan perundang- undangan, buku- buku hukum , jurnal, dan artikel 
ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini  
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Studi Pustaka, memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 
menelaah, mengutip peraturan perundang- undangan, buku- buku 
hukum , jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini. 
b. Studi Dokumen, yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini 
terkait isi perjanjian kerja harian lepas PT. Surya Andalan Primatama 
Muko- Muko Bengkulu. 
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c. Wawancara, dilakukan guna melengkapi data yang diperoleh dari studi 
pustaka dan studi dokumen dengan cara berinteraksi dengan 
narasumber secara langsung. Wawancara dilakukan kepada Manager 
dan Personalia PT. Surya Andalan Primatama Muko- Muko Bengkulu. 
5. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Data yang 
dikumpulkan berupa kata- kata, gambar dan bukan angka- angka. Selain 
itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 
yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi 
kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.
12
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